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ABSTRACT

This study aims to analyze the evidentiary strength of the statements of children in their position as
witnesses to victims of violence, as well as the factors that influence the course of the trial. This research
was conducted in Makassar City to be precise at the Makassar Police and Makassar District Court. Data
collection techniques used in this study were interviews, documentation, and literature study. The data
analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The power of proof of testimony of children
as victim witnesses is based on the evidentiary provisions in Law Number 8 of 1981. Children's statements
cannot be used as evidence for valid witness testimony because they do not meet the formal requirements
as evidence for witness testimony, because children are not sworn in so they are only used as evidence
of clues based on the explanation in Article 171 of Law Number 8 of 1981. Therefore, evidence of clues
cannot stand alone but must be supported by at least two other valid evidences. As for Article 171 of Law
Number 8 of 1981 was apparently still defended in Bill Number 8 of 1981. It is better if these article must
be reviewed so that the statements of child witnesses can become the main evidence, not only as evidence
of clues.

Keywords:  Child Testimony; Evidence; Victims of Violence; Witnesses.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian terhadap keterangan anak sebagai
alat bukti dalam kedudukannya sebagai saksi korban kekerasan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi
jalannya persidangan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya di Polrestabes Makassar
dan Pengadilan Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah interview, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
analisis data kualitatif. Kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi korban ialah berdasarkan
ketentuan pembuktian dalam UU Nomor 8 Tahun 1981. Keterangan anak tidak dapat dijadikan alat
bukti keterangan saksi yang sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti keterangan
saksi, karena anak tersebut tidak disumpah, sehingga hanya sebagai alat bukti petunjuk berdasarkan
Penjelasan Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena itu alat bukti petunjuk tersebut tidak dapat
berdiri sendiri tetapi harus didukung paling sedikit dua alat bukti lain yang sah. Adapun Pasal 171 UU
Nomor 8 Tahun 1981 ternyata masih dipertahankan pada rancangan UU Nomor 8 Tahun 1981, sebaiknya
pasal tersebut ditinjau ulang agar keterangan saksi anak dapat menjadi alat bukti utama, bukan lagi
hanya sebagai alat bukti petunjuk.

Kata Kunci: Alat Bukti; Keterangan Anak; Korban Kekerasan; Saksi.

PENDAHULUAN

Keberadaananakyangadadilingkungankitamemangperlumendapatperhatian,
terutama mengenai tingkah lakunya (Siregar, 2013). Dalam perkembangannya ke arah
dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga
dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri (Chairilsyah, 2016). Tingkah laku
yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak
belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak
terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau
kejahatan, sehingga perbuatan tersebuttidak dapatditolerirlagi. Anak yang melakukan
kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan
perbuatannya (Tarigan, 2015).
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Kemudian pada masa kanak-kanak pertama, sifat anak suka meniru apa yang
dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Anak mulai mencari teman sebaya,
ia mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, mulai terbentuk
pemikiran tentang dirinya. Selanjutnya pada masa kanak-kanak terakhir, tahap
ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain
bersama dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, menyayangi, menguasai dan
memerintah.

Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan
cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan
kepribadian (Mahmud et al., 2019). Masa remaja adalah masa goncang karena banyak
perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan
timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal
(Hidayat et al., 2018).

Masa remaja atau transisi adalah individu yang berada di antara masa kanak-
kanak dan kehidupan dewasa, pada waktu transisi tersebut, para remaja atau anak
mulai berminat terhadap diri sendiri dan kesadaran tentang dirinya sebagai individu
berkepribadian. Konflik/pertentangan dalam gangguan emosional yang dialami oleh
anak atau remaja ini merupakan dasar untuk melakukan tindakan melawan hukum
dengan menunjukkan akan kemampuannya untuk mendapatkan jati dirinya dengan
unsur melawan hukum yang dimana atas perbuatannya dapat merugikan orang lain
atau bahkan dapat mengambil kemerdekaan seseorang (Mumtahanah, 2015).

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang,
dalam hal ini, UU Nomor 23 Tahun 2002' adalah dimaksudkan untuk melindungi
dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapatperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2014
menjelaskan bahwa:

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh
Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa
aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh
kembangnya.”

1UU Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah lebih dari satu kali (UU Nomor 35 Tahun 2014 untuk perubahan
pertama; Perppu Nomor 1 Tahun 2016 untuk perubahan kedua yang ditetapkan dengan UU Nomor 17
Tahun 2016).
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Lebih lanjut, maksud dari ketentuan di atas ialah untuk memberi kesempatan
kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia
yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa,
dan negara.

Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana
sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak
melakukan kejahatan (Kholiq & Wibowo, 2016). Sanksi pidana yang dijatuhkan
kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak
(Kondoahi, 2014). Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan
yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib
mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan
pembimbing kemasyarakatan (Krisna, 2015).

Keberhasilan suatu peradilan untuk menyelesaikan suatu kasus sangat
tergantung pada alat bukti yang mengungkapkan fakta (Ahmad, 2011). Di antaranya
alat bukti yang utama ialah berkenaan dengan alat bukti keterangan saksi. Di dalam
ketentuan alat bukti keterangan saksi ada ketentuan yang harus dipenuhi agar
keterangan saksi tersebut menjadi alat bukti yang sah. Salah satu dari ketentuan
tersebut, yaitu pada Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981, yang mengatur bahwa:

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau
janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan
keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”

Dengan demikian, pada hakekatnya isi sumpah atau janji merupakan pernyataan
dan ikrar seorang saksi bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya,
sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dalam perkara yang
sedang diperiksa (Biloro, 2018). Namun, berdasarkan Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun
1981 mengatur bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah
ialah:

a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik
kembali.

Adapun Penjelasan dari Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa:

“Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian
juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-
kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopath, mereka ini
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana
maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan
keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk
saja.”
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Masalah ketentuan tidak sahnya keterangan saksi tanpa sumpah sebagai alat
bukti dalam pembuktian perkara pidana yang diberlakukan bagi orang sakit jiwa
dikaitkan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia terutama
bagi anak korban kejahatan (Krisnamurti, 2016). Apabila dikaitkan dengan salah
satu hak anak dalam Konvensi hak Anak yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan
khusus jika mengalami konflik hukum.

Korban itu timbul dari adanya suatu kejahatan baik yang dilakukan oleh satu
orang pelaku atau bahkan lebih (Begem et al., 2019). Secara langsung korban tersebut
akan mengalami kerugian karena terjadinya suatu tindak pidana. Kerugian korban ini
terbagi menurut sifatnya yaitu kerugian materil dan immaterial. Kerugian materil ini
merupakan kerugian yang dapat dinilai dengan uang, seperti biaya perawatan dan
pengobatan untuk korban. Sedangkan kerugian immaterial yaitu kerugian yang tidak
dapat dinilai dengan uang seperti hilangnya keseimbangan jiwa, cacat, hilangnya
semangat hidup, trauma, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis kekuatan pembuktian terhadap keterangan anak sebagai alat bukti
dalam kedudukannya sebagai saksi korban kekerasan, serta faktor-faktor yang
mempengaruhi jalannya persidangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian, yakni penelitian normatif
dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang
mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika
hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Qamar &
Rezah, 2020). Sedangkan penelitian hukum empiris ialah penelitian yang memandang
hukum dalam konteks sosialnya (Sampara & Husen, 2016), khususnya terkait dengan
pembuktian terhadap keterangan anak sebagai saksi korban di persidangan. Penelitian
ini dilaksanakan di Kota Makassar, tepatnya di Polrestabes Makassar dan Pengadilan
Negeri Makassar, dengan pertimbangan bahwa terdapat cukup data yang relevan
tentang anak sebagai saksi korban kekerasan. Jenis dan sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut (Suherman, 2019):

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pakar dan orang yang
berwenang pada instansi penelitian ini;

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum
kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, jurnal
ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, maupun dari teks atau terbitan resmi. Adapun
bahan hukum primer sebagai data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini,
terdiri dari:
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UUD NRI Tahun 1945;
KUHP;

UU Nomor 8 Tahun 1981;
UU Nomor 23 Tahun 2002.

a0 ow

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan

teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut (Kamal, 2019):

1.

interview, yakni melakukan wawancara secara langsung dengan informan terkait
masalah yang dikaji dalam penelitian ini;

Dokumentasi, dilakukan dengan cara permintaan secara resmi kepada instansi
terkait tentang dokumen tindak kekerasan terhadap anak di Kota Makassar;
Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca dan
menganalisis bahan hukum primer.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Adapun

metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis serta

menghubungkan antar ketentuan yang terdapat dalam bahan hukum primer.

A.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak sebagai Saksi Korban

Sebagaimanatelah diuraikan padapenjelasandiatas, bahwakedudukan anak
sebagai saksi menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah kurang memiliki kekuatan
pembuktian, hal ini sesuai dengan Pasal 171 dan penjelasannya. Keterangan saksi
anak hanya dianggap sebagai alat bukti petunjuk oleh hakim, karena keterangan
tersebut diberikan tanpa sumpah dan tidak dapat dijadikan alat bukti keterangan
saksi yang memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 8
Tahun 1981. Alasan mengenai tidak dapat dilakukan sumpah terhadap anak juga
dinyatakan pada Penjelasan Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981.

Sebelumlebihjauh membahastentang keterangan anak sebagai saksikorban,
maka terlebih dahulu dijabarkan hasil penelitian di Polrestabes Makassar dan di
Pengadilan negeri Makassar tentang tindak kekerasan terhadap anak pada tiga
tahun terakhir, yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018. Jumlah kasus yang dilaporkan
di Polrestabes Makassar selama 3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 361 kasus, dan
di Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 95 kasus. Tingginya kekerasan terhadap
anak memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan menjadi persoalan yang amat
serius, apalagi kekerasan tersebut ada yang dilakukan oleh orang tua sendiri.
Dimana orang tua seharusnya menjadi seseorang yang paling bertanggung jawab
atas tumbuh dan berkembangnya anak karena merupakan lingkungan pertama
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bagi anak untuk belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar

No Tahun Kepolisian Pengadilan Jumlah
1 2016 114 36 180
2 2017 112 45 157
3 2018 135 14 149
Total 486

Sumber: Olahan Data Primer, Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian pada kedua instansi di atas, bahwa kasus
yang paling menonjol adalah kasus pemerkosaan, hal ini terbukti dari dakwaan
Jaksa yang mendakwakan Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016,
dimana pasal-pasal tersebut mengatur tentang pencabulan dan pemerkosaan.
Sedangkan pelakunya adalah dari berbagai profesi dan tingkat pendidikan serta
umur yang berbeda-beda, misalnya ada yang berprofesi sebagai sopir angkutan
umum bahkan ada Pegawai Negeri Sipil, dan tingkat pendidikan mulai dari lulusan
tingkat Sekolah Dasar sampai lulusan Perguruan Tinggi. Kemudian umur pelaku
ada yang masih berumur 15 tahun dan yang paling tua adalah berumur 54 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan
bahwa anak yang menjadi saksi korban pada tiga (3) tahun terakhir adalah
sebanyak 95 orang, dan hampir 95% menjadi Koran kekerasan seksual. Data-
data yang telah dikumpulkan menggambarkan bahwa banyaknya kasus kekerasan
terhadap anak yang terjadi di Indonesia secara umum dan secara khusus di Kota
Makassar dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan
hukum terhadap anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri
tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung.

Banyak pendapat di kalangan praktis hukum bahwa UU Nomor 8 Tahun
1981 disebut-sebut karya agung dan merupakan salah satu pencapaian tertinggi
bangsa Indonesia di bidang hukum. Mengingat UU Nomor 8 Tahun 1981 sangat
memprihatinkan hak asasi seseorang yang tersangkut tindak pidana, mulai dari
proses penyidikan, pemeriksaan di Pengadilan, penjatuhan hukuman, sampai
dengan pelaksanaan putusan. Namun, dibalik itu semua, tersimpan satu persoalan
yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait, yaitu UU Nomor 8
Tahun 1981 belum memberikan pengaturan yang memadai mengenai perlindungan
korban kejahatan. Sebagaimana diketahui di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981,
bahwa ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan tersangka/terdakwa
lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan perlindungan terhadap korban
kejahatan. Akibatnya hak-hak korban kejahatan kurang memperoleh perhatian.

123



Sovereign, Vol. 5 No. 3-4: July - December 2023

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat perkembangan prinsip
baru tentang saksi anak dalam peraturan perundang-undangan di Inggris, dimana
menurut Harahap (2009) dapat dijadikan sebagai perbandingan posisi saksi anak
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip baru tersebut adalah:

1. Jika anak di bawah umur (anak kecil) tidak dibenarkan menjadi saksi
dalam kejahatan perkosaan (rape), penyalahgunaan seksual (sexual abuse),
penyerangan (assault), penganiayaan (cruelty), sedangkan dia menjadi korban
langsung atas kejahatan dimaksud, berarti:

a. anak-anak tidak mendapat perlindungan hukum dalam sistem peradilan
pidana;

b. berdasarkan kemanusiaan wajar memperkenankan anak kecil (umur 8
tahun) menjadi saksi, karena anak kecil sama halnya dengan orang dewasa,
sama-sama dipercaya untuk menjadi saksi.

2. Dari hasil penelitian, dapat dikemukakan kesimpulan, yaitu:

a. anak kecil tidak suka berbohong tentang perkosaan yang dialaminya;

b. terutama dalam perlakuan penyalahgunaan seksual, anak kecil tidak
mampu membuat cerita atau menciptakan rekayasa, atau keterangan
yang tidak benar, karena pada dasarnya anak kecil belum mempunyai
pengalaman dan pengetahuan tentang seluk beluk seks;

c. bahkan kebohongan orang dewasa, jauh lebih berbahaya dibanding anak
kecil.

3. Suatu gambaran di inggris mengenai kedudukan anak kecil sebagai saksi,
dapat diringkas sebagai berikut:

a. umur anak kecil minimum 8 tahun, kompeten menjadi saksi;

b. meskipun memberi keterangan tanpa sumpah, namun keterangannya
dianggap sebagai alat bukti (evidence);

c. dianggap dan dinyatakan keterangannya dapat dipercaya sebagai
keterangan yang benar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peradilan Indonesia dapat mengambil
pelajaran dari peraturan perundang-undangan inggris. Barangkali sudah saatnya
sistem peradilan di Indonesia melakukan perubahan tentang ketentuan batas
umur yang ditentukan pada Pasal 171 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981, sehingga
dalam tindak pidana tertentu, anak kecil yang menjadi korban dapat dianggap
kompeten menjadi saksi.

Menanggapi hal tersebut, Widarso, S.H., M.H., mengatakan bahwa:?

“Pada dasarnya penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 183 UU Nomor 8
Tahun 1981 mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

*Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Widarso, pada tanggal 10 Maret 2019.
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kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya’. Selanjutnya,
berdasarkan Pasal 184 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa
“alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d.
petunjuk; e. keterangan terdakwa’ Bahwa anak sebagai korban, berdasarkan
Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa “sebelum
memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut
cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan
yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya’, akan tetapi
berdasarkan penjelasan Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981, anak hanya
dapat sebagai petunjuk. Adapun berdasarkan Pasal 188 ayat (2) UU Nomor
8 Tahun 1981 mengatur bahwa “petunjuk ... hanya dapat diperoleh dari: a.

nn

keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa’.

Pernyataan hakim tersebut menunjukkan bahwa keterangan anak
sebagai saksi korban dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena hakim tersebut

menempatkan keterangan anak sebagai tidak disumpah akan tetapi keterangan

anak tersebut dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang didukung dengan alat

bukti yang lain, sehingga keyakinan hakim dapat membuat suatu keputusan yang

adil dan berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Selanjutnya, Imam Supriyadi, S.H., M.H., mengatakan bahwa:3

“Meskipun hanya sebagai alat bukti petunjuk, namun keterangan saksi
anak di bawah umur dalam beberapa kasus pemerkosaan yang diproses
di Pengadilan negeri Makassar, memiliki kekuatan pembuktian yang
cukup untuk memberi keyakinan kepada hakim karena didukung oleh
dua alat bukti keterangan terdakwa yang masing-masing bersesuaian.”

Keyakinan hakim tersebut bersumber pada keadaan korban yang dapat dilihat

bahwa secara mental dan psikologis mengalami trauma yang mendalam. Hakim

menilai bahwa korban dapat dipertanggungjawabkan perkataannya, meskipun
tidak disumpah dia dapat menjadi alat bukti petunjuk yang kuat bagi hakim.

Tabel 2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban
Saksi Status Saksi .
Korban Korban Kekuatan Pembuktian Keterangan
Anak Tidak Keterangan saksi anak tidak dianggap sebagai  [Putusan Pengadilan
disumpah alat bukti yang sah, karena tidak memenuhi Negeri Makassar,

1981 alat bukti sah yang lain, dan saling bersesuaian, |kuat.
yaitu visum et refertum dan keterangan
terdakwa

berdasarkan syarat formil, tetapi ditempatkan sebagai alat mempertimbangkan
Pasal 171 UU  |bukti petunjuk, sehingga tidak dapat berdiri keterangan saksi korban
Nomor 8 Tahun | sendiri, maka harus didukung paling sedikit dua | sebagai alat bukti yang

Sumber: Olahan Data Primer, Tahun 2019

3Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Imam Supriyadi, pada tanggal 11 Maret 2019.
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka apabila dianalisis lebih
mendalam, bahwa alat bukti surat yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan
Negeri Makassar ada visum et refertum yang berisi keterangan keadaan fisik yang
membuktikan bahwa korban telah mengalami kekerasan fisik. Surat ini termasuk
dalam bukti berdasarkan Pasal 187 huruf (c) UU Nomor 8 Tahun 1981 yang
mengatur bahwa:

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta
secara resmi dari padanya.”

Kekuatan pembuktian surat yang tercantum dalam Pasal 187 UU Nomor 8
Tahun 1981 adalah alat bukti yang sah, karena berisi keterangan resmi dari seorang
pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam
surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti
surat sama dengan alat bukti keterangan saksi maupun ahli, yaitu bersifat bebas.
Hakim bebas mempergunakan atau tidak mempergunakan alat bukti tersebut.

Kemudian, berdasarkan Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981
mengatur bahwa:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau
alami sendiri.”

Dari ketentuan di atas, keterangan terdakwa termasuk alat bukti yang
sah, karena keterangan tersebut dinyatakan oleh terdakwa di pengadilan. Nilai
kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa dalam
perkarakekerasan terhadap anak, yaitu: sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah
bebas, harus memenuhi batas minimum pembuktian, serta harus memenuhi asas
keyakinan hakim.

Faktor-faktor Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak sebagai Saksi Korban
di Persidangan

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan
bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya
dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau
mental.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa:
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“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan
bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan
ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan
Anak.”

Adapun Penjelasan dari Pasal 22 UU Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana’, misalnya
sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas
pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui,
tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis
penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.”

Masyarakatjugadibebanikewajibandantanggungjawab dalam perlindungan
yang dilaksanakan melalui kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak, namun pada dasarnya, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU
Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa Orangtua berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk:

mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

a0 o

memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada
Anak.

Dilain sisi, telah banyak contoh kasus di Pengadilan bahwa saksi korbannya
adalah anak-anak, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981, dimana keterangan saksi
anak tidak dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi yang utama dan hanya
menjadi petunjuk bagi hakim untuk menguatkan keyakinan terhadap kedua alat
bukti lain yang sah. Bagaimana apabila jika tidak ada dua alat bukti lain yang
sah dan tidak ada saksi mata yang melihat kejadian itu dan yang ada hanya saksi
“de auditu”, terdakwa akan bebas dari hukuman padahal telah mengakibatkan
kerugian baik secara fisik maupun mental terhadap korban. Maka Widarso, S.H.,
M.H., mengatakan bahwa:*

“Suatu tindak pidana tidak dapat diproses tanpa sekurang-kurangnya
dua alat bukti sah serta keyakinan hakim tentang tindak pidana yang
telah dilakukan. Sejak pemeriksaan di tingkat penyidik hingga proses di
pengadilan tidak dimungkinkan diprosesnya suatu tindak pidana tanpa
adanya alat-alat bukti yang cukup yaitu sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah.”

Pertimbangan hukum hakim berdasarkan Pasal 183 UU Nomor 8 Tahun
1981 mengatur bahwa:

*Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Widarso, pada tanggal 10 Maret 2019.

127



Sovereign, Vol. 5 No. 3-4: July - December 2023

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya’.

Sistem pembuktian yang dianut oleh UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah system
teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (negative wettelijke). Sistem
pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut
undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction
in time yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa
ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-
alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Untuk menentukan salah satu atau tidaknya seseorang terdakwa menurut
sistem pembuktian undang-undang secara negatif terhadap dua komponen yaitu:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat bukti yang sah
menurut undang-undang;

2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat
bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “objektif dan subyektif”
dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan
di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu di antara dua unsur itu tidak ada,
maka menurut Harahap (2009) tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan
terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa hakim dalam membuat keputusan harus
didasarkan dengan alat bukti di persidangan dan dengan alat bukti tersebut
menimbulkan keyakinan hakim tentang tindak pidana tersebut.

Pasal 183 UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa untuk menentukan
salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada
terdakwa, harus:

a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan
terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Penjelasan secara singkat mengenai teori pembuktian berdasarkan
keyakinan hakim adalah:

“Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah sesuai dengan
keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar
pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang dilandaskan
kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu, jadi putusan hakim
dijatuhkan dengan suatu motivasi.”
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Penjatuhan putusan oleh hakim di Pengadilan tergantung dari hasil mufakat
musyawarah hakim berdasarkan dengan segala sesuatu yang terbukti di dalam
pemeriksaan dalam sidang peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Makassar menunjukkan bahwa ada
banyak kasus di Pengadilan bahwa saksi korbannya adalah anak-anak, berdasarkan
ketentuan pembuktian dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, keterangan saksi anak
tidak dapat dijadikan bukti keterangan saksi karena tidak memenuhi syarat formil
sebagai alat bukti keterangan saksi, karena anak tersebut tidak dapat disumpabh,
sehingga hanya menjadi petunjuk bagi hakim untuk menguatkan keyakinan
terhadap kedua alat bukti lain yang sah. Maka kekuatan pembuktiannya adalah
sebagai berikut:

- Petunjuk terikat oleh prinsip batas minimum pembuktian, artinya adalah agar
nilai pembuktian cukup, maka alat bukti petunjuk harus didukung sekurang-
kurangnya dua alat bukti lain,

- Petunjuk harus diperoleh dari tiga alat bukti yang saling bersesuaian yaitu,
keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa,

- Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti
yang lain belum dianggap cukup oleh hakim, untuk membuktikan kesalahan
terdakwa atau belum tercapainya batas minimum pembuktian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa
kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi korban ialah berdasarkan
ketentuan pembuktian dalam UU Nomor 8 Tahun 1981. Keterangan saksi anak tidak
dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi yang sah karena tidak memenuhi syarat
formil sebagai alat bukti keterangan saksi, karena anak tersebut tidak disumpah,
sehingga hanya sebagai alat bukti petunjuk berdasarkan Penjelasan Pasal 171 UU
Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena itu alat bukti petunjuk tersebut tidak dapat berdiri
sendiri tetapi harus didukung paling sedikit dua alat buktilain yang sah. Adapun faktor-
faktor kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi korban di persidangan
bahwa alat bukti surat yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar
adalah visum et refertum yang berisi keterangan keadaan fisik yang membuktikan
bahwa korban telah mengalami kekerasan fisik. Surat ini termasuk dalam alat bukti,
sebagaimana berdasarkan Pasal 187 huruf (c) UU Nomor 8 Tahun 1981. Kemudian
nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa dalam
perkara kekerasan terhadap anak, yaitu: sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah
bebas, harus memenuhi batas minimum pembuktian, serta harus memenuhi asas
keyakinan hakim. Dengan dasar kesimpulan tersebut, maka diharapkan kepada hakim
dalam memutus perkara dengan anak sebagai saksi korban, mempunyai kearifan dan
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kebijaksanaan yang baik sehingga memiliki keyakinan berdasarkan fakta-fakta di
persidangan untuk menilai keterangan anak sebagai saksi korban, sehingga putusan
yang adil dapat tercapai. Selanjutnya, pihak kejaksaan maupun pengadilan hendaknya
menyediakan bantuan psikologis untuk memeriksa kondisi anak, baik secara fisik
maupun mental dan menilai apakah anak tersebut mampu memberikan kesaksian di
pengadilan. Adapun Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981 ternyata masih dipertahankan
padarancangan UU Nomor 8 Tahun 1981, sebaiknya pasal tersebut ditinjau ulang agar
keterangan saksi anak dapat menjadi alat bukti utama, bukan lagi hanya sebagai alat
bukti petunjuk.
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